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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 yang selanjutnya disebut 

RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-satu dari  pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Pariaman, yang disusun dengan 

memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 

2005-2025, dokumen ini juga merupakan sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan 

yang terkandung pada RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026. 

  Dalam dokumen RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui 

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023, bahwasannya Tujuan dan Sasaran yang terkandung 

dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi  serta sasaran pokok yang termuat pada dokumen 

RPJPD Kota  Pariaman Tahun 2005-2025. Dengan Visi pembangunannya yaitu “Mewujudkan Pariaman 

Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa Di Wilayah Pesisir Barat Sumatera Menuju Masyarakat Madani 

”. dengan 5 (empat) misi pembangunan meliputi:  

1. Meningkatkan Kualitas SDM dan Derajat Sosial Masyarakat; 

2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan; 

3. Mewujudkan rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bernegara; 

4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik; 

5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah. 

 

  Secara umum arah kebijakan RKPD Tahun 2024, difokuskan pada upaya "Pemantapan Stabilitas 

Perekonomian Daerah Berdasarkan Potensi Unggulan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang 

Berdaya Saing”. Untuk dapat mencapai fokus pemantapan tersebut maka penyusunan dokumen RKPD 

Tahun 2024 ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, 

politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Lebih dari pada itu 

dokumen RKPD Tahun 2024 yang dibuat ini juga tidak hanya berakhir dengan mempedomani terhadap 

dokumen yang disebutkan di awal saja, namun juga perlu mempertimbangkan terhadap kebijakan yang 

masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku. 

  Adapun dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 , dapat dilihat gambar 1.1. 

Alur Proses Penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2024. Sebagaimana berikut dibawah ini: 
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Gambar. 1.1 
Alur Proses Penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 
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Pada Tahun 2024, ada dua peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap 

muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota. 

Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2024, 

adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia 

yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota termasuk Kota Pariaman 

, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2023. 

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan RPD Kota Pariaman Tahun 

2024-2026; 

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi 

seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan 

dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada; 

3. RKPD merupakan acuan Pemerintah Kota Pariaman dalam menentukan Kebijakan Umum APBD 

dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara melalui penganggaran berbasis kinerja 

dalam mewujudkan kebijakan money follow program, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan 

dalam penyusunan APBD; 

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan; 

5. RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 sebagai dokumen pedoman dalam penyusunan Renja PD Tahun 

2024 bagi OPD pemerintah Kota Pariaman dan sekaligus menjadi instrumen evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Selain berpedoman pada RKPD Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) , program strategis 

nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 

juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4187); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6633); 

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan; 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020–2024; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas 

Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 195); 

24. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 

2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165); 
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25. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Pariaman Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 246); 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

 RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin 

keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD menjadi 

dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan 

penyusunan RAPBD.  

 Penyusunan RKPD tahun 2024 berpedoman pada RPD Kota Pariaman tahun 2024-2026 dan 

RPJPD Kota Pariaman tahun 2005-2025 serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. RKPD Kota 

Pariaman tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk tahun 2024 yang disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam gambar 

berikut. 
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Gambar 1.2 
Hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan 

 

  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 ini memuat rancangan prioritas 

pembangunan daerah dan kerangka pendanaan yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam 

menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan berpedoman 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah. Mengingat adanya keselarasan sistem 

perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD 

tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. 

Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan 

kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. 
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Gambar 1.2  

Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD 
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Keterkaitan antar dokumen perencanaan seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.3 di atas telah 

diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN). Selain kedudukannya yang strategis, RKPD juga merupakan dokumen 

perencanaan yang komprehensif, karena disusun dengan berpedoman pada RPD Kota Pariaman Tahun 

2024-2026, RKPD Provinsi, RKP serta SPM yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional 

dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional. 

1.4 Maksud dan Tujuan 

 Maksud dari RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 adalah menyusun rencana kerja pemerintah daerah 

sebagai acuan/pedoman penganggaran tahunan daerah.  

 Adapun tujuannya adalah: 

1. Memberikan kepastian atas sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan 

pelaksanaan pembangunan; 

2. Merupakan panduan umum bagi perencanaan sektoral dan kewilayahan; 

3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka 

pencapaian target Penetapan Kinerja; 

4. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang tertuang dalam Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024; 

5. Menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah Kota Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 

2024. 

6. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (RAPBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024; 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika utama penulisan RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 merujuk pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 1.1 Latar Belakang 

  Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kota Pariaman Tahun 2024 

 1.2 Landasan Hukum 
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  Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2024 

 1.3 Hubungan Antar Dokumen 

  Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 

Pariaman Tahun 2024 dengan dokumen‐dokumen perencanaan lainnya. 

 1.4 Maksud dan Tujuan 

  Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2024. 

 1.5 Sistematika Penulisan 

  Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman 

Tahun 2024 

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 

 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 

  Bagian  ini  sangat  penting  untuk  menjelaskan  dan  menyajikan  secara logis   dasar-

dasar   analisis,   gambaran   umum   kondisi   daerah   yang meliputi aspek geografi 

dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 

 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Evaluasi 

pelaksanaan dengan RKPD Tahun berjalan. 

  Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang 

dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan   daerah,   

menyangkut   realisasi   capaian   target   kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target 

capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. 

 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 

  Menjelaskan permasalahan utama terkait aspek kesejahteraan masyarakat, 

pelayanan umum dan daya saing daerah yang memerlukan solusi dan akselerasi 

pembangunan yang lebih komprehensif pada Tahun 2024. 
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BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah 

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang 

antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber  pendapatan  

dan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian 

daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah 

  Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Provinsi, dan 

Daerah Tahun 2024, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2024. 

 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

  Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2024 serta 

pendanaan pembangunan lainnya. 

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 

 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

  Menjelaskan apa yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Daerah yang disertai 

dengan Indikator Kinerja dan Targetnya. 

 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 

  Menjelaskan prioritas pembangunan nasional, sasaran pembangunan nasional dan 

prioritas pembangunan daerah serta sasaran pembangunan daerah. 

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah 

 Mengemukakan  secara  eksplisit  perumusan  prioritas  dan  sasaran pembangunan daerah 

berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian 

kinerja yang direncanakan dalam RPD pada Tahun ke-1, identifikasi permasalahan ditingkat 

daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 

  

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

 6.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama 
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  Menjelaskan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 

memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi 

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun 2024. 

 6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci 

  Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai 

panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) pada akhir Tahun 2024. 

BAB VII Penutup 

 Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 

2024. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
 

2.1. Aspek Geografi  dan Demografi 

 Aspek geografi dan demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek 

geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah 

terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan 

atau kelompok dalam waktu tertentu pada kota Pariaman. 

2.1.1.   Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

  Kota Pariaman yang resmi terbentuk dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2002, 

dimana terletak dalam posisi geografis antara 00Á 33ó 00 ñ ï 00Á 40ó 43ñ  Lintang Selatan dan 100Á 04ó 46ñ ï 

100Á 10ó 55ñ Bujur Timur. Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang 

memiliki wilayah pesisir dan laut. Kota Pariaman ini mempunyai luas wilayah darat keseluruhan 73,36 Km2 

dengan 4 buah pulau-pulau kecil: Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak dengan 

panjang garis pantai 12 km. Kota Pariaman ini terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman 

Utara, Pariaman Tengah, Pariaman Timur dan Pariaman Selatan dengan 71 kelurahan/desa. Luas wilayah 

per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.1  
Jumlah Kecamatan dengan Desa/Kelurahan di Kota Pariaman 

No Kecamatan Ibu Kota Kelurahan Desa Luas Daerah (Km2) 

1 Pariaman Utara Naras - 17 23.35 

2 Pariaman Tengah Pariaman 16  6 15.68 

3 Pariaman Selatan Kurai taji - 16 16.82 

4 Pariaman Timur Sei,Pasak - 16 17.51 

Kota Pariaman 16 55 73.36 

           Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

 

Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang 
Pariaman) 

2) Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Padang Pariaman) 

3) Sebelah timur     : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Padang Pariaman) 

4) Sebelah Barat      : Samudra Indonesia 
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Secara lokasi, wilayah Kota Pariaman diapit oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Samudera 

Indonesia ini mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dan juga 

diperkuat oleh dukungan aksesibilitas terhadap Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya akan 

mendorong akselerasi peningkatan status perekonomian masyarakat Kota Pariaman yang akan datang. 

Untuk lebih jelasnya peta administrasi Kota Pariaman dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Kota Pariaman 

 
          Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042 

2.1.1.2 Topografi  

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Provinsi 

Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 m diatas permukaan laut dengan luas 

daratan 73,36 km² dan luas lautan 282,69 km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil : Pulau Ujung, Pulau 

Tangah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km. Karena terletak di tepi pantai 

pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi Kota Pariaman dapat 

dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 ï 35 meter di atas permukaan 

laut dengan sedikit daerah perbukitan. Luas kemiringan lahan dapat dirinci pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.2 
Kondisi Topografi Kota Pariaman 

Kondisi Topografi Luas (ha) Persentase (%) 

Datar (0-3%) 6.203 95,53% 

Agak Landai (3-8%) 23 0.35% 

Landai (8-15%) 48 0,74% 

Agak Curam (15-25%) 25 0,39% 

Curam (25- 40%) 194 2.99% 

Jumlah 6.493 100,0% 

   

                                           Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042 

 

2.1.1.3 Geologi 

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat pulau Sumatera, Kota 

Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tufa vulkan. Batuan induk penyusun adalah Aluvium serta Tuf 

Batu Apung dan Andesit (basal).   

Kota Pariaman secara geologis bersama dengan  Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua 

jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo ï Australia. Adapun jenis batuan 

yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebagai berikut : 

1) Qal : Endapan Aluvial 

Batuan Qal/endapan permukaan merupakan formasi geologi aluvium yang terdiri dari lanau, dan 

kerikil umumnya terdapat di daratan pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara tiku, sebelah Barat 

Daya Lubuk Alung dan sebelah Timur Padang. 

2) Qpt : TUFT Batu apung dan andesit (basal). 

Tuf batu apung umumnya terdiri dari serabut-serabut gelas dari 5 hingga 80% fragmen-fragmen batu 

apung putih (hampir tidak memiliki mineral-mineral mafik). Berukuran garis tengah 1 hingga 20 cm, 

agak kompak. Setempat terdapat lapisan-lapisan pasir yang kaya akan kuarsa, juga lapisan-lapisan 

kerikil yang terdiri dari komponen-komponen kuarsa, batuan gunung api dan batuan gamping. 

Setempat bongkahan-bongkahan obsidian dan picthstone berwarna kelabu kemerahan sampai 

kecoklatan baik yang masih segar maupun yang sudah lapuk. Endapan tuft ini mungkin berasal dari 

erupsi terakhir Kaldera Maninjau atau erupsi celah yang hubungannya dengan jalur sesar besar 

Sumatera (Westerveld, 1953).  

Secara fisik butiran penyusun tanah/batuan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu lima satuan:  

satuan pasir, satuan pasir lempung-lanau, satuan pasir lempungan, satuan lempungan pasiran dan satuan 

lanau lempungan. Satuan butiran tanah pasir terdapat di kawasan pesisir.  Satuan pasir lempungan terdapat 
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pada dataran sementara satuan lanau lempungan tedapat pada daerah kearah timur. Satuan lempung 

pasiran terdapat di bagian utara  di daerah Tungkal Utara dan Tungkal Selatan. 

Kondisi tanah wilayah Kota Pariaman umumnya memiliki kondisi yang relatif subur. Dengan kondisi 

seperti itu, maka kegiatan pertanian sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Kota Pariaman. 

Adapun jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman terdiri dari tanah Glaisol Distrik, Latosol Kronik, 

Andosol Humik, dan Volkan Datar, yang tersebar di ketiga kecamatan Kota Pariaman.  

Berdasarkan sistem klasifikasi Soil Survey Staff USDA, jenis tanah yang terdapat di Kota Pariaman 

yaitu: 

1) Satuan lahan tanah Dystropept, Paleudults, Tropaquept yang terdapat di dataran bergelombang di 

bagian utara. 

2) Satuan tanah Tropaquets, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents yang terdapat pada daerah 

aliran sungai di bagian mengarah ke utara. 

3) Satuan tanah  Tropaquets, Tropohemist yang terdapat pada daerah dataran di bagian tengah. 

4) Satuan tanah Tropopsamments, Tropaquents dan Sulfaquents yang terdapat di bagian barat di pesisir 

pantai. 

Tabel 2.3 
Jenis dan Luas Tanah di Kota Pariaman 

Kondisi Topografi Luas (ha) 

Dystropepts, Paleudults, Tropaquepts 1.713 

Tropaquepts, Dystropepts, Tropopsamments, Tropofluvents 1.263 

Tropaquepts, Tropohemists 1.481 

Tropopsamments, Tropaquents, Sulfaquents 2.036 

Total Luas 6.493 
  

   Sumber: RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042 

 

2.1.1.4 Hidrogeologi 

 Berdasarkan peta hidrogeologi Indonesia lembar Padang maka terlihat ketersediaan air tanah di 

Kota Pariaman terdiri dari tiga tipe akuifer yaitu pertama, akuifer produktif dengan penyebaran luas yang 

terdapat disebagian besar wilayah kota. Kedua, akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas terdapat 

di bagian tenggara kota, dan ketiga, akuifer produktif sedang setempat terdapat di bagian tengah wilayah 

kota membelah dari utara ke selatan. 

 Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk 

pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui 

Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman dan Batang Jirak yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah 

dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Pariaman termasuk 



 
 

       
RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 II-19 

 

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN 

kepada DAS Anai, Mangau, Manggung, Naras dan Pariaman yang berhulu di bagian utara di Kabupaten 

Padang Pariaman. 

2.1.1.5 Geomorfologi 

 Geomorfologi Kota Pariaman terdiri atas dataran estuarin sepanjang hilir sungai pantai, Pada 

daerah sepanjang aliran sungai  di bagian selatan terdapat  dataran banjir pada sungai meander di bagian 

hilir pesisir. Dibagian tengah dan utara  terdapat dataran vulkanik dan perbukitan vulkanik. 

2.1.1.6 Klimatologi 
Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin 

barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 

mm dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34°C, dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 

dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam. Musim kemarau dan musim hujan selalu berubah-ubah menurut 

waktu. Iklim yang demikian memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman, akan tetapi curah 

hujan dan tingkat kelembaban yang tinggi yang menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya tanaman 

yang membutuhkan iklim musim kemarau tidak dapat tumbuh dengan baik, merupakan kendala bagi 

penanganan pasca panen komoditas tertentu yang memerlukan cuaca panas dan cerah selama proses 

pengeringan, kendala dalam penyimpanan komoditas, berkurangnya jumlah hari kerja produktif dan 

pengaruhnya negatif terhadap sejumlah komoditas. Iklim juga sangat mempengaruhi besarnya tangkapan 

ikan bagi nelayan. 

2.1.1.7 Penggunaan Lahan 

Berdasarkan identifikasi citra satelit Geo-eye 01 tahun 2016 yang telah terkoreksi secara geometris 

dengan nilai uji akurasi 2,248 meter ditambah dengan survei lapangan pada tahun 2022 dihasilkan peta 

penggunaan lahan eksisting Kota Pariaman.  

Berdasarkan  informasi citra satelit dan survei lapangan dapat dipetakan kawasan pertanian, 

bentang alam pesisir, lahan tidak produktif dan berbagai pemanfaatan lahan kawasan terbangun seperti 

perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, pendidikan, kesehatan, perhotelan, 

sarana sosial,dan RTH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       
RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 II-20 

 

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN 

Tabel 2.5 
Penggunaan Lahan Kota Pariaman Tahun 2022 

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) % 

1 Pemukiman 2.388,65 32,56% 

2 Sawah 1.566,42 21,35% 

3 Tegalan 50,87 0,69% 

4 Kebun Campuran 2.209,87 30,12% 

5 Perkebunan Rakyat 663,9 9,05% 

6 Hutan 0 0,00% 

7 Hutan Sejenis 9,2 0,13% 

8 Semak/ Alang alang 89,50 1,22% 

9 Kolam 0 0,00% 

10 Lain-lain 357,59 4,87% 
 Jumlah 7.336,00 100% 

Sumber: RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042 

 

2.1.2.   Potensi Pengembangan Wilayah 

 Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Noomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Revisi RTRWN menyebutkan 

bahwa Kawasan PALAPA sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) menggantikan Kota Padang Dengan 

pendekatan kewilayahan ini Kota Padang berfungsi sebagai kota inti dan Kota Pariaman serta Lubuk Alung 

sebagai kota satelit.  

Dengan  perubahan penetapan PKN ini maka konsekuensi pembangunan yaitu penyediaan sarana 

dan prasarana akan cenderung berskala regional (lintas daerah) perlu diprogramkan di wilayah PALAPA 

dan arus pergerakan commuter antara Kota Padang  dengan Kota Pariaman dengan kereta api maupun 

moda angkutan mobil penumpang akan semakin tinggi. Oleh karena itu Kota Pariaman perlu menyiapkan 

kawasan perdagangan dan wisata secara terpadu karena akan menjadi satu kesatuan wilayah 

pengembangan pesisir pantai yang terbentang dari Kota Pariaman ï Kota Padang yang menjadi kawasan 

strategis wisata provinsi dan nasional. 

Wilayah kota pada hakekatnya merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah 

kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan 

ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kota perlu dikelola 

secara optimal melalui suatu proses penataan ruang. 

 Sesuai dengan amanat Pasal 11 Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang yang meyatakan : Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan 

sesuai dengan norma; standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam 

Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi : 

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah 

kabupaten/kota;  

b. pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; 

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan 

d. kerja sama Penataan Ruang antar bupaten/kota. 

 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2022-2042 bahwa Kawasan strategis wilayah kota merupakan 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 

Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis Kota lebih 

bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata 

ruang kawasan strategis.  

 Kawasan strategis wilayah kota ditetapkan berdasarkan: 

a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; 

b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan 

kawasan; 

c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat 

kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan 

ditetapkan; 

d. Daya dukung dan daya tampung wilayah kota; dan 

e. Ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Kawasan strategis wilayah kota ditetapkan dengan kriteria : 

a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan; 

b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi    yang ada 

di wilayah kota; 

c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki 

kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota yang jelas; 
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d. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi kota; 

e. Merupakan kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial 

budaya di wilayah kota; 

f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau 

teknologi tinggi di wilayah kota; 

g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; 

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana 

1) Kerawanan Gempa 

 Daerah Sumatera Barat dan sekitarnya termasuk Daerah Rawan Gempa bumi Indonesia. 

Berdasarkan asal usul kejadiannya gempa bumi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni gempa bumi yang 

berasal dari aktifitas tunjaman Lempeng Samudera Hindia-Australia yang berinteraksi dengan Lempeng 

Benua Asia di sebelah barat Sumatera dan gempa bumi yang berasal dari aktifitas gerak sesar aktif 

mendatar Sumatera. Jejak rekam gempa bumi merusak yang pernah terjadi akibat interaksi kedua lempeng 

tersebut di atas diantaranya adalah Gempa bumi Sumatera Barat (1822), Gempa bumi Siri Sori diikuti 

dengan tsunami (1904), Gempa Bumi Padang (1835, 1981 dan 1991). Gempa bumi tunjaman tersebut 

terjadi di dasar laut Samudera Hindia dengan kekuatan > 6,5 SR dapat memicu terjadinya gelombang 

tsunami yang mengancam pantai barat Sumatera. Adapun gempa bumi sesar aktif Sumatera pernah terjadi 

1926,1943, 1977, 2004 dan 2007. Gempa bumi Padang-Pariaman yang terjadi pada tanggal 30 September 

2009 berkekuatan 7,9 R dengan kedalaman 71 Km (BMG) merupakan gempa bumi aktifitas tunjaman pada 

bidang sentuh Lempeng Samudera Hindia-Australia dan Lempeng Benua Eropa-Asia (Eurasia) dan disebut 

sebagai gempa bumi Interface Plate Boundary Earthquake. Gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami 

disebabkan gempa bumi tersebut tidak mempunyai energi yang cukup untuk mematahkan permukaan dasar 

laut Samudera Hindia di sebelah barat Sumatera yang merupakan bagian dari Lempeng Benua Asia. 

 Pergerakan blok Mentawai di sebelah barat wilayah Kota Pariaman yang diperkirakan masih belum 

stabil dan mungkin masih menyisakan energi yang belum terlepas memerlukan perhatian tersendiri sebagai 

pemicu terjadinya gempa di wilayah Kota Pariaman. Instabilitas blok ini telah dikaji oleh para peneliti dari 

LIPI dan BPPT dan diperkirakan masih aktif di masa mendatang. 

 Gempa bumi 30 September 2009 adalah gempa bumi tektonik yang terjadi akibat patahnya lempeng 

tektonik Hindia-Australia dengan mekanisme mendatar mengiri naik berarah barat daya-timur laut (Strike 

70° Dip= 50° Slip= 132°) pada zona antara lempeng tektonik (Interface Plate Baundary Fault), Berdasarkan 

skala kerusakan bangunan Modified Mercally Intesity (MMI), intensitas maksimum Kota Padang mencapai 

VIII, sedangkan wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman intensitas maksimum mencapai VII dan ke 
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arah perbukitan Barisan turun hingga intensitas V ï VI. Berdasarkan perhitungan percepatan gempa untuk 

perioda ulang 100 tahun, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman berkisar antara 

0,25 g - 0,5 g. 

 Kerusakan bangunan umumnya disebabkan oleh struktur bangunannya belum dirancang sesuai 

tingkat kerawanan gempa di Sumatera Barat, disamping itu akibat timbulnya bahaya likuifaksi telah 

menyebabkan nilai daya dukung tanah menurun sehingga terjadi keruntuhan pondasi. Berdasarkan tingkat 

kerusakan ini maka Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dapat dikategorikan 

pada intensitas V sampai VIII skala MMI. 

2) Gerakan Tanah 

 Zona Kerentanan Gerakan Tanah ditentukan berdasarkan faktor penyebab kejadian, yakni: geologi, 

morfologi, curah hujan, tata guna lahan dan kegempaan. Geologi meliputi kondisi sifat fisik dan keteknikan 

batuan, tanah pelapukan, dan kedudukan batuan serta struktur geologi; morfologi meliputi kemiringan lereng 

medan; curah hujan meliputi intensitas dan lama hujan; tata lahan meliputi pengolahan lahan dan vegetasi 

penutup; dan kegempaan meliputi intensitas gempa. Berdasarkan faktor tersebut, daerah penyelidikan 

dibagi menjadi 4 (empat) zona, yaitu : 

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah 

 Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona 

ini sangat jarang atau tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan 

tanah baru, kecuali pada daerah tebing sungai sepanjang alurnya.   

 Merupakan daerah datar, kemiringan lereng 0 - 5 % dan lereng tidak dibentuk oleh endapan 

gerakan tanah, bahan timbunan atau lempung yang bersifat mengembang. Vegetasi penutup 

berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran dan perkebunan. 

b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah 

 Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini 

jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan 

tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, 

terutama pada tebing lembah (alur) sungai. Kemiringan lereng mulai dari landai (5 ï 15%) sampai 

sangat terjal (50 ï 70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah 

pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk olah tanah pelapukan yang cukup tipis dan 

vegetasi penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, 

perkebunan dan hutan. 

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah 
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Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini 

dapat terjadi gerakan tanah, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir 

tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali 

terutama akibat curah hujan yang tinggi. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal (15 - 30%) 

sampai curam (>70%), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan tanah sebagai 

material pembentuk lereng. Pada lereng terjal umumnya dibentuk olah tanah pelapukan yang cukup 

tipis dan vegetasi penutup berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan 

hutan. 

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi 

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini 

sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif 

bergerak akibat curah hujan tinggi dan erosi kuat. Kisaran kemiringan lereng mulai dari agak terjal 

(15-30 %) sampai curam (>70 %), tergantung pada kondisi sifat fisik dan keteknikan batuan dan 

tanah. Pada lereng terjal umumnya dibentuk oleh tanah pelapukan yang cukup tipis dan vegetasi 

penutup baik, umumnya berupa pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran, perkebunan dan 

hutan. Kejadian gempa pada hari Kamis 30 September 2009 sekitar pukul 17.16 WIB berkekuatan 

7,9 SR yang berpusat di pantai barat Sumatera Barat telah memicu terjadinya bencana gerakan 

tanah. Gerakan tanah umunya terjadi pada daerah yang tersusun oleh batuan yang kurang kompak 

dan tanah pelapukan yang kurang padat, yaitu antara lain pada daerah yang tersusun oleh satuan 

Tuf Batu Apung Hornblenda Hipersten (Qhpt) dan Tuf Batu Apung dan Andesit atau Basal (Qpt). 

Selain itu, gerakan tanah juga terjadi pada tebing jalan dan lokasi-lokasi pemotongan lereng yang 

berkemiringan lereng curam.Gerakan tanah yang memiliki dimensi cukup besar yang 

mengakibatkan banyak korban meninggal, antara lain terdapat di: Desa Tandikat, Jorong Pulau Air, 

Jorong Lubuk Laweh, Jorong Gunungtigo dan Paraman Cumanak. Gerakan tanah juga terjadi pada 

pada tebing jalur jalan Sicincin - Pariaman (Jorong Air Marange, Desa Sicicin) dan jalur jalan mulai 

dari Kudu - Cumanak. Umumnya lokasi bencana merupakan daerah labil dan berkemiringan lereng 

terjal dengan potensi gerakan tanah tinggi, artinya daerah ini mudah terjadi gerakan tanah, 

sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, baik akibat curah 

hujan tinggi dan erosi kuat maupun gempa bumi. Menurut informasi penduduk pada saat terjadi 

gerakan tanah, sebelumnya telah turun hujan dengan intensitas kecil. Jenis gerakan tanah 

umumnya berupa longsoran bahan rombakan (debris slide). 
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3) Banjir 

 Erosi sungai dan air permukaan dapat terjadi karena pengikisan tebing sungai oleh arus air sungai 

atau air permukaan, sedangkan aliran banjir bandang terjadi setelah atau selama hujan akibat akumulasi 

dan pembendungan alur oleh endapan lahar atau material gerakan tanah pada alur sungai di bagian hulu 

dan dipicu oleh erosi yang kuat dan curah hujan yang tinggi. Erosi ini dapat terjadi pada longsoran serta 

terbukanya tanaman penutup terutama pada tanah/batuan pasir yang bersifat lepas. Berdasarkan 

kerawanan terhadap kebencanaan, maka dapat diperoleh wilayah rawan bencana di Kota Pariaman. 

Diketahui luas wilayah yang rawan bencana tinggi sebesar 31,84 km² (43,4% dari luas wilayah). 

4) Tsunami 

 Tsunami adalah rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih dari 

900 km per jam, terutama disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kawasan rawan tsunami 

menggambarkan tingkat kemudahan suatu wilayah untuk terlanda tsunami. Tingkat kemudahan ini 

didasarkan pada besarnya intensitas gempa dengan energi yang cukup untuk dapat mematahkan 

permukaan dasar laut, serta bentuk morfologi pantai. Daerah penyelidikan terdiri dari 3 (tiga) kawasan 

rawan tsunami yakni; kawasan rawan tsunami tinggi, kawasan rawan tsunami menengah dan kawasan 

rawan tsunami rendah. 

 Kawasan rawan bencana tsunami tinggi memiliki resiko kerusakan dan kehancuran aset paling 

besar apabila terlanda tsunami. Kawasan ini adalah pantai landai berpasir dengan morfologi landai. 

sebagian berawa bakau dan nipah. Bentuk garis pantai sebagian besar lurus dan sebagian kecil berteluk. 

Kawasan rawan tsunami tinggi meliputi sepanjang pesisir pantai dengan nilai elevasi kurang dari 5 meter di 

atas permukaan laut. 

 Kawasan rawan bencana tsunami menengah memiliki potensi tsunami dengan kerusakan aset 

relatif lebih kecil dibandingkan dengan kawasan rawan tinggi. Kawasan rawan bencana tsunami menengah 

meliputi garis ketinggian elevasi di atas 5 hingga 7 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian 

genangan air maksimum mencapai 2 meter di atas permukaan tanah. 

 Kawasan rawan bencana tsunami rendah memiliki potensi landaan dan kerusakan paling kecil 

dibandingkan dengan kawasan lainnya. Kawasan rawan bencana tsunami rendah meliputi daerah dengan 

garis ketinggian elevasi hingga 9 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian genangan air maksimum 

mencapai 1 meter di atas permukaan tanah. Kawasan ini meliputi wilayah pesisir dengan morfologi curam 

dan berbukit. 

5) Likuifaksi 

 Likuifaksi terjadi apabila lapisan tanah yang berupa pasir berbutir halus (0,075 > 0,50 mm), relatif 

seragam, bersifat lepas dan dalam keadaan jenuh air (muka air tanahnya dangkal) mendapat goncangan 
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hebat akibat gempa bumi dengan percepatan gempa tertentu, maka tegangan airpori akan meningkat dan 

mengakibatkan lapisan tanah pasir tersebut akan cenderung membubur dan menyebabkan nilai daya 

dukung tanah menjadi berkurang atau bahkan menjadi nol (Kawamura, M., 1989). Berdasarkan data geologi 

teknik dan analisis citra satelit di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, lapisan 

pasir halus yang berpotensi terjadi likuifaksi adalah pada Satuan Pasir yang terbentuk dari endapan pantai, 

pematang pantai, tematang sungai dan gosong-gosong sungai. Analisis zona potensi likuifaksi ini terbatas 

hingga kedalaman 6,00 m, karena keterbatasan peralatan. Sehingga hasil analisis yang menggunakan 

Metoda "Simplified Procedure" (Seed dan Izzard Idris, 1971), lapisan pasir halus (Satuan Pasir) yang 

berpotensi terjadi likuifaksi berkisar pada kedalaman >1,00 - 6,00 m. 

6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi 

 Umumnya Pantai Pariaman berpotensi mendapatkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi 

sebagaimana yang terlihat pada profil kawasan pesisir pada sabuk yang berwarna merah, namun abrasi ini 

dapat dikurangi dengan penanaman mangrove. Untuk lebih jelasnya potensi bencana gelombang ekstrim 

dan abrasi. 

2.1.4 Aspek Demografi 

2.1.4.1 Jumlah Penduduk Kota Pariaman per Kecamatan 

 Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan  

dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks 

pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk 

dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat 

menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila 

disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk 

menjadi beban pembangunan. Berikut dibawah ini dapat dilihat perkembangan penduduk Kota Pariaman 

dari tahun 2018-2022 sebagai berikut : 

Tabel 2.6 

Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kota Pariaman  

Tahun 2018 ð 2022 

No. Kecamatan 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Pariaman Utara 22.145 22.475 22.591 22.808 24.162 

2. Pariaman Tengah 30.824 30.969 31.930 32.105 33.183 

3. Pariaman Selatan 18.978 19.321 20.006 20.138 20.844 

4. Pariaman Timur 15.679 15.736 19.697 20.063 20.051 

 Jumlah 87.626 88.501 94.224 95.294 98.240 
                 Sumber : BPS Kota Pariaman Tahun 2018-2022 
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Berdasarkan tabel  diatas dapat  dilihat bahwa jumlah Penduduk per kecamatan kota Pariaman dari 

tahun 2018 - 2022 terus meningkat. Dan jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Pariaman 

Tengah berjumlah 33.183 (Tahun 2022). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada 

Kecamatan Pariaman Timur berjumlah 20.051 (Tahun 2022).   

2.1.4.2  Kepadatan penduduk 

 Tingkat kepadatan penduduk brutto di Kota Pariaman merupakan jumlah penduduk dibagi luas 

wilayah dihitung dengan menggunakan rumus : 

 
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) 
                                        

 
- 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Luas Wilayah (Ha) 

 

kAtau 

 

 Angka kepadatan penduduk tersebut kemudian dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu (SNI 

03-1733-2004) : 

1) Kepadatan Sangat Tinggi  : Kepadatan penduduk > 400  jiwa/ha. 

2) Kepadatan Tinggi   : Kepadatan penduduk 201 s/d 400 jiwa/Ha. 

3) Kepadatan Sedang             : Kepadatan penduduk 150 s/d 200 jiwa/Ha 

4) Kepadatan Rendah            : Kepadatan penduduk < 150 jiwa/Ha 

  Dengan demikian kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan dan Desa/Kelurahan Kota 

Pariaman di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.7 

Kepadatan Penduduk Kota Pariaman tahun 2022 

No Kecamatan Jumlah (jiwa) Luas Wilayah (Ha) 
Kepadatan Penduduk 

( jiwa/Ha ) Kategori 

1 Pariaman Utara 24.162 2.023 12 Rendah 

2 Pariaman Tengah 33.183 1.162 29 Rendah 

3 Pariaman Selatan 20.844 1.805 12 Rendah 

4 Pariaman Timur 20.051 1.693 18 Rendah 

Kota Pariaman 98.240 6,683 15 Rendah 
              Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2023 

 

Berdasarkan tabel diatas, kepadatan penduduk Kota Pariaman paling tinggi pada tahun 2022 

terdapat pada Kecamatan Pariaman Tengah, yaitu sebanyak 29 Jiwa/ha, akan tetapi menurut SNI 03-1733-

2004 masih dikategorikan kepadatan rendah.  

2.1.4.3 Struktur Pekerjaan Penduduk  
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Definisi penduduk yang bekerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja pada 

berbagai sektor usaha. Jumlah penduduk tersebut untuk lebih jelas nya dapat di lihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.8 
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018-2022 

No. Sektor 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Pertanian 5 012 5 059 5 059 4 841 4.841 

2. Manufaktur 7 500 8 830 8 830 9 172 9.172 

3. Jasa 28 479 25 779 27 676 29.385 29.385 

Total 40 991 39 668 39 195 43.398 43.398 
 Sumber: BPS Kota Pariaman, 2023 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa sektor jasa menjadi tumpuan terbesar penciptaan 

lapangan kerja (65%) dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 73,09%. Sementara sektor 

pertanian meskipun berada dalam wilayah perkotaan ternyata menampung tenaga kerja yang cukup besar 

(13%) dengan laju pertumbuhan angkatan kerja 0,94% /tahun. Artinya lapangan kerja di sektor pertanian di 

Kota Pariaman bukannya berkurang tetapi malah bertambah. Hal ini memerlukan perhatian karena dengan 

berkurangnya lahan pertanian sementara lapangan kerja disektor pertanian malah bertambah maka hal ini 

akan menjadi masalah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dimasa depan.   

 
Gambar 2.2 

Piramida Penduduk Kota Pariaman Tahun 2022 

 
                            Sumber : BPS Kota Pariaman 2023 

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

  Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan 

daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek 

kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan 
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ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan 

fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan 

tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

2  
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, 

antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. 

Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan PDRB 

  Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam 

suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat 

digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, 

terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. 

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, 

besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. 

ǒ    PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha 

  Dari tahun 2019, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. 

Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan System of National Accounts 2008 (SNA 2008) atau Sistem 

Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran 

aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. 

Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, dipenghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis 

lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2019 adalah penggunaan tahun 

dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010. PDRB atas dasar 

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang 

berlaku pada satuan tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB  konstan  digunakan  untuk  mengetahui 

kemampuan  sumber  daya  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  secara  riil  dari tahun ke tahun atau 

pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. 
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Tabel 2.9 
PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kota Pariaman  

Tahun 2018 ð 2022 (Jutaan Rupiah) 

Sektor PDRB 

Lapangan Usaha 

Harga Konstan 2010 (Jutaan Rupiah) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 

591.639,08 601.884,66 604.981,97 612 910,79  620.943,52  

Pertambangan & 

Penggalian 

63.186,74 65.230,68 62.384,19 64 040,19 65.740,15  

Industri Pengolahan 277.421,52 279.839,41 273.290,44 279 597,69   286.050,50  

Pengadaan Listrik, 

Gas 

1.966,89 2.099,54 1.978,97 2 039,77 2.102,44  

Pengadaan Air, 

Pengelolahan 

Sampah, dan Daur 

Ulang 

1.279,80 1.280,12 1.313,63 1 380,31 1.450,37  

Konstruksi 503.507,58 542.554,50 527.585,40 538 965,58 550.591,23  

Perdagangan 

Besaran dan Eceran 

540.470,22 579.060,05 573.241,65 599 883,74 627.764,05  

Transportasi & 

Pergudangan 

390.715,67 399.588,17 361.887,73 379 325,63 397.603,79  

Penyediaan 

Akomodasi & Makan  

Minum 

66.175,97 71.867,80 61.639,91 67 777,85 74.526,99  

Informasi & 

Komonikasi 

325.583,05 355.946,94 386.372,22 410 061,98    435.204,24  

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

92.779,15 96.219,90 97.324,13 103 399,40   109.853,91  

Real Estate 94.283,30 99.383,00 99.539,37 101 681,62 103.869,97  

Jasa Perusahaan 4.901,10 5.188,13 4.962,75 5 044,39 5.127,37  

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertanahan & 

Jaminan Sosial Wajib 

187.391,25 200.139,33 198.135,54 199 907,36 201.695,02  

Jasa Pendidikan 128.942,62 139.512,00 145.713,95 149 730,30 153.857,35  

Jasa Kesehatan & 

Kegiatan Sosial 

39.808,65 42.760,00 45.785,41 48 139,14 50.613,87  

Jasa Lainnya 102.087,67 111.527,00 98.523,18 105 743,34 113.492,62  

PDRB 3.412.140,26 3.594.081,22 3.544.660,44 3.669.629,08 3.799.003,55  

    Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 
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Gambar 2.3 
Perkembangan PDRB ADHK Kota Pariaman  

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Rp. Juta) 

 
 

                              Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

  

 Dari gambar 2.3 di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman 

ADHK di tahun 2018 terhitung sudah sebesar 3.412 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 3.594 triliun 

rupiah telah terjadi peningkatan sekitar 182 Milyar rupiah. Pada tahun 2020 sebesar 3.544 triliun rupiah, ini 

berarti terjadi penurunan sebesar 50 Milyar rupiah dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2021 dan 

2022 menjadi 3.669 dan 3.799 triliun. 

Tabel 2.10 
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di  

Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

Kategori Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 17,34 16,74 17,07 16,70 15,5 

B Pertambangan & Penggalian 1,85 1,82 1,76 1,75 1,75 

C Industri Pengolahan 8,13 7,79 7,71 7,62 7,5 

D Pengadaan Listrik, Gas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

E Pengadaan Air, Pengelolahan Sampah, 
dan Daur Ulang 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

F Konstruksi 14,76 15,09 14,88 14,69 14,5 

G Perdagangan Besaran dan Eceran 15,84 16,11 16,17 16,35 16,45 

H Transportasi & Pergudangan 11,45 11,11 10,21 10,34 10,62 

I Penyediaan Akomodasi & Makan  Minum 1,94 2,00 1,74 1,85 2,1 

J Informasi & Komonikasi 9,54 9,90 10,90 11,17 11,36 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,72 2,68 2,75 2,82 2,8 

L Real Estate 2,76 2,77 2,81 2,77 2,6 

M,N Jasa Perusahaan 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan 
& Jaminan Sosial Wajib 

5,49 5,57 5,59 5,45 5,39 

P Jasa Pendidikan 3,78 3,88 4,11 4,08 4,81 

Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 1,17 1,19 1,29 1,31 1,4 
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Kategori Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 

R,S,T,U Jasa Lainnya 2,99 3,10 2,78 2,88 2,98 

PDRB/G
DRP 

 100 100 100 100 100 

 

            Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2022 

 

 Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan  harga  pada  periode  saat  ini. PDRB menurut  harga  berlaku  juga digunakan 

untuk  mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. 

Tabel 2.11 
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pariaman menurut Lapangan Usaha  

Tahun 2018 ð 2022 (Jutaan Rupiah) 

Sektor PDRB 
 Lapangan Usaha 

Harga Berlaku (Jutaan Rupiah) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan 

861.148,09 914.713,15 917.578,08 943 055,69 939 243,12 

Pertambangan & 

Penggalian 

90.738,69 94.570,93 91.153,64 94 764,68 94 147,32 

Industri Pengolahan 343.221,94 343.323,57 343.922,88 370 457,25 375 521,11 

Pengadaan Listrik, 

Gas 

3.624,51 4.147,14 3.946,44 4 100,82  4 208.74 

Pengadaan Air, 

Pengelolahan 

Sampah, dan Daur 

Ulang 

1.745,16 1.805,83 1.856,31 1 961,44 1 999,85 

Konstruksi 705.142,59 778.020,76 776.169,68 810 864,75 820 645,12 

Perdagangan 

Besaran dan Eceran 

702.769,97 768.757,94 754.414,31 783 523,15 792 466,81 

Transportasi & 

Pergudangan 

519.572,36 540.994,01 503.618,49 536 933,98 541 267,26 

Penyediaan 

Akomodasi & Makan  

Minum 

115.545,51 131.521,29 114.663,01 128 551,86 132 529,77 

Informasi & 

Komonikasi 

344.114,61 388.496,08 420.058,75 452 107,30 469 205,67 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

127.415,81 135.440,00 139 028.37 151 965,98 155 468,42 

Real Estate 133.887,43 143.419,00 145.171,85 149 648,18 156 109,24 

Jasa Perusahaan 6.583,83 7.273,32 6.996,44 7 131,20 7 224,61 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertanahan & 

Jaminan Sosial Wajib 

263.678,47 302.349,55 324.107,30 344 564,11 359 987,29 
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Sektor PDRB 
 Lapangan Usaha 

Harga Berlaku (Jutaan Rupiah) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Jasa Pendidikan 194.247,73 220.700,00 231.796,83 241 071,60 256 401,12 

Jasa Kesehatan & 

Kegiatan Sosial 

54.164,15 60.803,81 66.722,33 71 491,36 78 165,44 

Jasa Lainnya 148.234,78 169.096,00 152.898,18 166 463,70 174 399,22 

PDRB 4.615.745,62 5.005.432,39 4.994.102,88 5 258 657,03 5.354.781,37 

 

            Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

 
Tabel 2.12 

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 
 di Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

Kategori Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 18,66 18,27 18,37 17,93 17,42 

B Pertambangan & Penggalian 1,97 1,89 1,83 1,80 1,8 

C Industri Pengolahan 7,44 6,86 6,89 7,04 7,28 

D Pengadaan Listrik, Gas 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

E Pengadaan Air, Pengelolahan Sampah, 
dan Daur Ulang 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

F Konstruksi 15,28 15,54 15,54 15,42 15,3 

G Perdagangan Besaran dan Eceran 15,22 15,36 15,11 14,90 14,75 

H Transportasi & Pergudangan 11,26 10,81 10,08 10,21 10,25 

I Penyediaan Akomodasi & Makan  Minum 2,50 2,63 2,30 2,44 
2,5 

J Informasi & Komonikasi 7,46 7,76 8,41 8,60 8,79 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,76 2,71 2,78 2,89 2,98 

L Real Estate 2,90 2,87 2,91 2,85 2,58 

M,N Jasa Perusahaan 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 

O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & 
Jaminan Sosial Wajib 

5,71 6,04 6,49 6,55 6,77 

P Jasa Pendidikan 4,21 4,41 4,64 4,58 4,64 

Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 1,17 1,21 1,34 1,36 1,47 

R,S,T,U Jasa Lainnya 3,21 3,38 3,06 3,17 3,21 

PDRB/G
DRP 

 100 100 100 100 100 
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                 Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

 
Gambar 2.4 

Perkembangan PDRB ADHB Kota Pariaman  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Rp. Juta) 

 
                           Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

 
 

Dari gambar 2.4 di atas terlihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pariaman 

ADHB di tahun 2018 terhitung sudah sebesar 4.615 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 5.005 triliun 

rupiah. Ini berarti bahwa selama 2 (dua) tahun tersebut telah terjadi peningkatan sekitar 390 Milyar rupiah. 

Pada tahun 2020 sebesar 4.994 triliun rupiah, ini berarti terjadi penurunan sebesar 11 Milyar rupiah. 

Sementara pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 5.258 triliun dan 5.354 triliun rupiah. 

  
Tabel 2.13 

Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Pariaman menurut Pengeluaran  
Tahun 2018-2022 

NO Komponen Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Konsumsi Rumah Tangga 52,40 52,88 53,57 52,71 - 

2 Konsumsi LNPRT 1,16 1,16 1,21 1,17 - 

3 Konsumsi Pemerintah 14,80 14,59 14,43 12,85 - 

4 Pembentukan Modal 
Tetap Bruto 

28,08 28,13 28,16 28,00 - 

5 Perubahan Inventori 0,12 0,11 -0,03 0,14 - 

6 Ekspor 3,43 3,15 2,66 5,12 - 

 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 - 

 
               Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 
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Gambar 2.5 
Perkembangan Kontribusi 3 Kategori Terbesar PDRB ADHB  

Kota Pariaman Tahun 2018-2022(%) 

 
                           Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

 

Berdasarkan Gambar 2.5 diatas menjelaskan tentang perkembangan kontribusi kategori terbesar 

dalam PDRB ADHB Kota Pariaman menurut Lapangan Usaha jangka waktu 5 tahun terakhir (2018-2022). 

Dalam periode selama 5 (lima) tahun jika dirata-ratakan kontribusi yang paling besar masih sektor pertanian 

yaitu sebesar 18,13%. Walaupun mengalami penurunan sampai tahun 2019, pada tahun 2020 mulai 

mengalami peningkatan sebesar 0,1 %. Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 kembali mengalami 

penurunan menjadi 17,93% dan 17,42%. Namun sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar 

dibandingkan dengan sektor lain. Dan kontribusi terbesar ke-2 adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 15,30 

% pada tahun 2022. Sektor ini cukup mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sedangkan 

pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan seperti halnya pada sektor pertanian yaitu sebesar 

0,12% di tahun 2021 maupun tahun 2022. Tidak berbeda jauh dengan sektor konstruksi, konstribusi pada 

sektor perdagangan dengan rata-rata sebesar 15,07 %. Sektor ini cukup mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun sampai tahun 2019 dan mengalami sedikit penurunan hingga tahun 2022. Sebagai sebuah Kota 

(walaupun Kota Kecil) sudah seharusnya kedepan bagaimana sektor perdagangan ini bisa memberikan 

kontribusi terbesar. 

  Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2018 ï 2022) menunjukkan kinerja yang 

cukup baik. Jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan output agregat 

(keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Meskipun keadaan dari tahun 

ketahun cendrung menurun, namun LPE Kota Pariaman selalu diatas LPE Prov Sumatera Barat dan 

Nasional PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. 
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Grafik 2.6 
Persandingan Pertumbuhan Ekonomi  

Nasional, Provinsi Sumbar dan Kota Pariaman Tahun 2018-2022 

 
  Sumber :  Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat, 2023 

  Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,5 %. 

Dari Grafik 2.6 diatas dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi positif Kota Pariaman lebih tinggi 

jika dibandingkan pertumbuhan negatif Provinsi Sumatera Barat dan Pusat. Hal ini terjadi karena sudah 

mulai pulihnya dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda di Kota Pariaman khususnya dan dunia 

umumnya sehingga sebagian besar sektor kegiatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Tahun 2018, 

pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman telah mencapai 5,47 % sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 

masing-masing 5,3 %. Dari tahun 2018 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Pada 

tahun 2020 karena dampak Covid 19 yang melanda dan mempengaruhi seluruh sektor sehingga 

pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -1,32 %. Sedangkan pada tahun 

2021 mulai tampak pertumbuhan yang positif dengan nilai 3,53% seiring dengan mulai penyesuaian dan 

adaptasi baru setelah seluruh sektor mengalami penurunan karena Covid 19. Berdasarkan informasi dari 

BPS, perlambatan ini jika dilihat sisi pengeluaran disebabkan oleh melemahnya komponen pembentukan 

modal tetap bruto. 

ǒ PDRB Berdasarkan Pengeluaran 

PDRB Pengeluaran menggambarkan  aktivitas  pengeluaran  yang  dilakukan  para  pelaku  

ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga 

dapat  dilihat keterkaitannya  dengan  penyediaan  barang  dan  jasa yang  berasal  dari  domestik maupun  

dari  impor.  Melalui  hubungan  ini terlihat  titik  keseimbangan  makro  antara  sisi penyediaan (supply side) 

dan sisi permintaan (demand side) barang dan jasa. Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan 

2018 2019* 2020 2021 2022

Kota Pariaman 5,47 5,3 -1,32 3,53 5,5

Provinsi Sumatera
Barat

5,14 5,01 -1,6 3,29 4,36

Nasional 5,17 5,02 -2,07 3,69 5,31
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besarnya nilai barang dan jasa (output) yang  dihasilkan  dalam  wilayah  domestik,  yang digunakan  

sebagai  konsumsi  ñakhirò oleh masyarakat.  Secara  spesifik,  yang  dimaksud  dengan  konsumsi  akhir  

adalah  penggunaan barang  dan  jasa  yang  tidak  dimaksudkan  untuk  diproses  lebih  lanjut  (dikonsumsi  

habis). 

Tabel 2.14 
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pariaman menurut Pengeluaran 

 Tahun 2018 ð 2022 (Jutaan Rupiah) 

Jenis Pengeluaran 
PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga 

2.257.850,58 2.441.343,47 2.683.048,58 2 771 900,36 2 852 451,63 

Pengeluaran Konsumsi 

LNPRT 

49.991,03 53.325,75 60.681,75 61 288,12 62 587,19 

Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah 

637.929,77 673.432,26 722.771,00 675 977,60 682 391,15 

Pembentukan Modal Tetap 

Bruto 

1.210.087,95 1.298.584,29 1.410.395,24 1 472 453,86 1 534 628,74 

Perubahan Inventori 5.213,05 4.900,96 -1.608,09 7 574,58 8 529,46 

Nilai Ekspor Barang Dan 

Jasa 

147.937,42 145.271,88 133.094,05 269 462,52 297 524,41 

PDRB 4.309.010,19 4.616.858,62 5.008.382,55 5 258 657,03 5.438.112,58 

 

 

 
Tabel 2.15 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Pariaman menurut Pengeluaran  
Tahun 2018 ð 2022 (Jutaan Rupiah) 

Jenis Pengeluaran 

PDRB Kota Pariaman Atas Dasar Harga Konstan (Seri 2010) Menurut Pengeluaran 

 (Juta Rupiah) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga 

1.701.908,82 1.785.629,60 1.754.233,13 1 790 177,26 1 825 356,31 

Pengeluaran Konsumsi 

LNPRT 

40.746,03 45.172,71 43.050,53 43 826,00 44 298.25 

Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah 

432.449,43 451.983,29 409.798,67 413 262,29 415 625,78 

Pembentukan Modal Tetap 

Bruto 

919.777,39 966.702,46 945.488,01 959 531,49 973 324,51 

Perubahan Inventori 3.474,38 -1.051,31 6.026,11 5 132,16 5 364,37 

Nilai Ekspor Barang Dan 

Jasa 

313.784,23 345.644,46 386.063,40 457 699,91 461 349,44 

PDRB 3.412.140,28 3.594.081,21 3 544 659,85 3 669 629,10 3 681 020,41 

 

 
 

Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

 

Sumber :  Pariaman dalam Angka 2021, Olahan 

 

Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 
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a. PDRB/Pendapatan per kapita Kota Pariaman 

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. 

Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan  suatu daerah dengan jumlah 

penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per 

kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin 

besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. 

 
Tabel 2.16 

Pendapatan per kapita Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022 

Uraian 
(Dalam Juta Rupiah) 

2018 2019 2020 2021 2022 

PDRB ADHB (Juta) 4.616.858,61 5.008.382,53 4.994.102.88 5.258.657,03 5.354.781,37 

Jumlah Penduduk  87.626 88.501 94.224 95.294 96.733 

PDRB/Perkapita (Juta) 52,69 56,59 53 55,18 55,36 

 

 
Grafik 2.7 

Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022 

 

                                       Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

  

Perkembangan nilai PDRB/Pendapatan perkapita Kota Pariaman tahun 2018 sampai tahun 2022 

tersaji dalam gambar 2.7 di atas. Dari gambar terlihat bahwa besarnya nilai pendapatan rata-rata penduduk 

Kota Pariaman setiap tahunnya mengalami perkembangan yang berfluktuatif seiring dengan meningkatnya 

PDRB per kapita setiap tahunnya. Pada tahun 2018, nominal PDRB per kapita Kota Pariaman adalah Rp. 

52,69 juta dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp. 56,59 juta. Namun PDRB perkapita Kota 

Pariaman Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 53 juta seiring dengan menurunnya PDRB 

Perkapita Kota Pariaman pada Tahun 2020 tersebut yang merupakan akibat dari bencana Covid 19 yang 

melanda dari awal tahun 2020. Pada tahun 2021 adanya komitmen dari Pemerintah Kota Pariaman dalam 

Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 
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pemulihan ekonomi di tengah-tengah adaptasi baru mengalami peningkatan pendapatan perkapita menjadi 

Rp. 55,18 juta. Hingga tahun 2022 masih terjadi peningkatan pendapatan perkapita sebesar Rp. 55,36 juta. 

b. Indeks Gini 

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan 

pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi 

untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran 

pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0 ï 1. Semakin Indeks Gini mendekati 

angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin 

mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin 

besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detil: 

 

No. Uraian  Ket 

a. Indeks Gini < 0,3 : Ketimpangan Rendah 

b. 0,3 =< Indeks Gini <= 0,5 : Ketimpangan Sedang 

c. Indeks Gini > 0,5 : Ketimpangan Tinggi 

 
Grafik 2.8 

Perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman Tahun 2018-2022 

 
  
 

Grafik 2.8 menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kota Pariaman tahun 2018 ï 2022. 

Berdasarkan nilai Indeks Gini, Kota Pariaman memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat) pada tahun 

2018 ï 2022. Indeks gini Kota Pariaman selama rentang waktu 2018 ï 2022 secara umum berfluktuasi. 

Pada tahun 2018 nilai Indeks Gini Kota Pariaman 0,3016. Tahun 2019 sedikit menurun menjadi 0,3. 

2018 2019* 2020 2021 2022

Gini Ratio 0,3016 0,3 0,31 0,301 0,272

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,3

0,31

0,32

Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 
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Kemudian pada tahun 2020 naik lagi dengan nilai 0,31. Kemudian pada tahun 2021 turun lagi dengan nilai 

0,301. Dan turun lagi pada tahun 2022 menjadi 0,272. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kategori 

ketimpangan pendapatan Kota Pariaman masih tergolong dalam kategori sedang (moderat).  

c. Kemiskinan 

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis 

kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui  indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa 

terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam 

kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk 

miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah 

garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) 

dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan 

perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM 

yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. 

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti penduduk yang tidak miskin (penduduk 

sejahtera), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan diatas garis kemiskinan. Garis 

kemiskinan Kota Pariaman yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2018 setara Rp 

Rp 431.368/kapita/bulan, pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 446.514/kapita/bulan, pada tahun 2020 

meningkat menjadi 480.028/kapita/bulan dan pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan menjadi 

495.386/kapita/bulan. Sedangkan pada tahun 2022 garis kemiskinan terus meningkat menjadi 

522.932/kapita/bulan. Dari sisi persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kota Pariaman mengalami 

penurunan selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, penduduk miskin sebesar 5,20 %, tahun 2019 turun 

lagi menjadi 5,03 % terus berkurang menjadi 4,76 % pada tahun 2020. Serta pada tahun 2021 dan 2022 

turun lagi masing-masing menjadi 4,38 % dan 4,13 %. Tabel 2.17 menunjukkan tentang Kondisi kemiskinan 

(Kemiskinan Makro) Kota Pariaman selama periode 2018-2022. 

 
Tabel 2.17 

Kondisi Kemiskinan Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

No Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Jumlah Penduduk (000) 87.626 88.501 94.224 95.294 96.719 

2. Jml Penduduk Miskin (000) 4.399 4.200 3.660 3.990 3.800 

3. Jumlah Rumah Tangga 18.799 18.977 20.122 20.427 20.730 

4. Persentase Penduduk Miskin 
(P0) 

5,03 4,76 4,10 4,38 4.13 

5. Indek Kedalaman Kemiskinan 
(P1) 

0,68 0,49 0,49 0,36 0.46 
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No Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

6. Indek Keparahan Kemiskinan 
(P2) 

0,16 0,07 0,10 0,08 0.09 

7. Garis kemiskinan 431.368 446.514 480.028 495.386 522.932 

 
              Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 
 

Gambar 2.9 
Persandingan Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman 

Tahun 2018-2022 

 
 
 
 
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan 

kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial 

masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2020 

pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

a. Indeks Pembangunan Manusia 

Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu 2018-2022, pembangunan manusia di Kota Pariaman 

terus mengalami peningkatan. Pada gambar 2.10 di bawah, terlihat bahwa pada tahun 2018 capaian IPM 

meningkat menjadi 76,26. Dan capaian IPM ini terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,7 pada 

tahun 2019 dan di tahun 2020 sebesar 76,9. Serta pada tahun 2021 dan tahun 2022 juga mengalami 

peningkatan sebesar 77,07 dan 77,65. Angka IPM Kota Pariaman secara umum lebih tinggi dari IPM 

Provinsi yang sebesar 73,26 tahun 2022 dan IPM Nasional yang sebesar 72,91 ditahun 2022. Jika 

diakumulasikan, IPM Kota Pariaman telah terjadi peningkatan sebesar 0,58 selama selama tahun 2022. 
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Gambar 2.10 
Persandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional,  Provinsi Sumatera Barat  

dan Kota Pariaman Tahun 2018-2022 

 
  

 

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, 

mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan 

kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah 

: Angka harapan hidup (AHH) Angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), kombinasi APK 

serta PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang 

dilakukan yakni : (1) Mengganti Angka melek huruf (AMH) dengan Harapan lama sekolah (HLS). (2) 

Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita. (3) 

Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Perubahan metodologi IPM 

tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: 

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) 

sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas 

pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat 

membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator selanjutnya, Produk Domestik Bruto 

(PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan 

Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. 

1) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator penghitung Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). AHLS ini merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 
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diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa 

peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang 

penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS ini dapat 

digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan 

dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Perkembangan AHLS di Kota Pariaman dapat dilihat dari tabel 

di bawah ini : 

Grafik 2.11 
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

 
                                 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

 

Berdasarkan grafik 2.11 diatas perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dari tahun 

2018 sampai pada tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2022 AHLS Kota 

Pariaman sudah mencapai pada angka 14,61. Angka ini berada diatas rata-rata Angka Harapan Lama 

Sekolah (AHLS) Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 14,10 Tahun 2022. Sementara jika dilihat dari 

19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pariaman 

menduduki nomor urut ke-4. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.18 
Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2022 

Peringkat Kabupaten/Kota 
Angka Harapan 
Lama Sekolah 

1 Padang 16,54 

2 Padang Panjang 15,07 

3 Bukittinggi 14,99 

4 Pariaman 14,61 

5 Tanah Datar 14,59 
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6 Kota Solok 14,34 

7 Payakumbuh 14,29 

8 Agam 13,88 

9 Padang Pariaman 13,93 

10 Pasaman Barat 13,69 

11 Pesisir Selatan 13,35 

12 Lima Puluh Kota 13,40 

13 Sawah Lunto 13,42 

14 Kab.Solok 13,30 

15 Kepulauan Mentawai 12,89 

16 Pasaman 12,05 

17 Solok Selatan 12,73 

18 Dharmasraya 12,51 

19 Sijunjung 12,64 

 Sumatera Barat (Provinsi) 14,10 
                  Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat, 2023 

 

AHLS ini dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi keluarga/masyarakat dan kemampuan pemerintah 

dalam memenuhi sarana prasarana pendidikan. Kemampuan ekonomi masyarakat akan mendukung 

kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan kemampuan ekonomi ini juga yang akan 

menjamin berapa tahunnya anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Serta adanya 

kemampuan pemerintah untuk memberikan sarana prasana pendidikan kepada masyarakat, juga akan 

mempengaruhi harapan lama sekolah. Karena semakin baik sarana prasarana yang disediakan maka 

semakin banyak minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. 

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun 

keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai 

oleh masyarakat di suatu daerah. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman dari 

tahun 2018 sampai 2022 seperti terlihat pada grafik di bawah ini : 
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Grafik 2.12 
Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

 

        Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

 

Dari grafik 2.12 diatas dapat dilihat Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pariaman dari tahun 

2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah Kota 

Pariaman adalah 10,36 Tahun. Nilai rata-rata lama sekolah ini terus meningkat menjadi 10,37; 10,59 dan 

10,67 secara berurut pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 10,78. 

Rata-rata lama sekolah Kota Pariaman berada diatas rata-rata Angka Rata Rata Lama Sekolah Provinsi 

Sumatera Barat yang baru mencapai 9,18 pada Tahun 2022. Pencapaian diatas menunjukkan bahwa rata-

rata pendidikan warga Kota Pariaman adalah telah sampai duduk di bangku kelas DI atau memasuki DII, 

artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Pariaman. Dan akan menuju wajib belalar 12 tahun. 

Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian Angka Rata Rata 

Lama Sekolah Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-6. Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 2.19 
Peringkat Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2022 

Peringkat Kabupaten/Kota 
Angka Rata-Rata Lama 

Sekolah 

1 Padang Panjang 11,92 
2 Padang 11,6 
3 Bukittinggi 11,63 
4 Kota Solok 11,35 
5 Payakumbuh 10,82 
6 Pariaman 10,78 
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Peringkat Kabupaten/Kota 
Angka Rata-Rata Lama 

Sekolah 

7 Sawah Lunto 10,43 
8 Agam 8,98 
9 Tanah Datar 8,90 
10 Dharmasraya 8,56 
11 Solok Selatan 8,41 
12 Pesisir Selatan 8,43 
13 Pasaman Barat 8,55 
14 Sijunjung 8,30 
15 Pasaman 8,11 
16 Lima Puluh Kota 8,08 
17 Padang Pariaman 8,16 
18 Kab.Solok 7,89 
19 Kepulauan Mentawai 7,48 

 Sumatera Barat (Provinsi) 9,18 
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat, 2023 

 

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi ARLS ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka 

Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah 

dan sebagainya. 

3) Angka Usia Harapan Hidup 

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat 

kesehatan masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk 

dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun 

hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor social, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Karena itu untuk mempertahankan 

dan meningkatkan Angka Harapan Hidup, faktorïfaktor yang mempengaruhinya harus dikendalikan melalui 

dukungan program kegiatan di OPD terkait. 
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Grafik 2.13 
Usia Harapan Hidup Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

 

                 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

 

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Pariaman sejak 

tahun 2018 ï 2022 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 Angka Usia Harapan Hidup 

masyarakat Kota Pariaman sebesar 69,87. Dan pada Tahun 2019 dan 2020 meningkat lagi menjadi 70,15 

dan 70,28. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2022 dimana rata-rata lama sekolah Kota Pariaman 

tahun 2021 adalah 70,38 dan tahun 2022 adalah 70,67. Pencapaian Angka Usia Harapan Hidup Kota 

Pariaman berada diatas rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 

69,90 pada Tahun 2022. Dari pencapaian angka usia harapan hidup ini menggambarkan telah 

meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Pariaman seiring dengan membaiknya tingkat 

pendapatan dan pendidikan masyarakat. Sementara jika dilihat dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Barat, pencapaian Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman menduduki nomor urut ke-9. 

Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 2. 20 

Peringkat Angka Usia Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat 
Tahun 2022 

Peringkat Kabupaten/Kota Angka Usia Harapan Hidup 

1 Bukittinggi 74,82 
2 Payakumbuh 74,14 
3 Padang 73,93 
4 Kota Solok 74,06 
5 Padang Panjang 73,02 
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Peringkat Kabupaten/Kota Angka Usia Harapan Hidup 

6 Agam 72,89 
7 Dharmasraya 71,90 
8 Pesisir Selatan 71,25 
9 Pariaman 70,67 
10 Sawah Lunto 70,40 
11 Tanah Datar 70,49 
12 Lima Puluh Kota 70,08 
13 Padang Pariaman 69,34 
14 Kab.Solok 69,19 
15 Pasaman Barat 68,25 
16 Solok Selatan 68,38 
17 Pasaman 67,96 
18 Sijunjung 66,70 
19 Kepulauan Mentawai 64,93 

 Sumatera Barat (Provinsi) 69,90 
Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat, 2023 

 

4) Tingkat Pengangangguran Terbuka (TPT)  

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran 

terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah 

tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan 

bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Pariaman, 

untuk angka TPT Kota Pariaman cukup berkinerja baik yang tergambar dari angka TPT dari tahun 2018-

2019 mengalami penurunan. Secara berurutan angka TPT dari tahun 2018 hingga tahun 2019 yaitu 5,82 

dan 5,48. Sedangkan nilai TPT mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yaitu 5,73 dan 

6,09. Pada tahun Itu berarti pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,21 % dari tahun sebelumnya. 

Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,36 % dari tahun 2020. Peningkatan nilai TPT 

pada tahun 2020 dan 2021 ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya 

sebagian besar sektor kegiatan dan maraknya pemberhentian hubungan kerja. Pada tahun 2022 TPT Kota 

Pariaman juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dengan persentase sebasar 5,19% sdan 

TPAK sebesar 61,21%. Begitu juga dengan angka TPAK Kota Pariaman dari tahun ketahun juga 

menggambarkan kinerja yang cukup baik ini terlihat dari angka TPAK yang selalu mengalami kenaikan dari 

tahun 2018 hingga tahun 2019 yaitu 67% dan 69,36%. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami 

penurunan dimana persentase TPAK di tahun 2020 adalah 64,16% dan tahun 2021 adalah 62,7%. 
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Tabel 2.21 

Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kota Pariaman 
Tahun 2018-2022 

TAHUN TPT (%) TPAK (%) 

2018 5,72 66,65 

2019 5,42 68,95 

2020 5,73 64,16 

2021 6,09 62,70 

2022 5,19 61,21 

 

 
Tabel 2.22 

Jumlah Angkatan Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja  
Tahun 2018-2022 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 

 

Dari tabel 2.22 di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja baik yang bekerja, pengangguran 

terbuka maupun bukan angkatan kerja perkembangannya berfluktuatif dari tahun ke tahun. Seiring dengan 

persentase TPT dan persentase TPAK, jumlah angkatan kerja juga dan partisipasi kerja juga menunjukkan 

peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. 

Pada tahun 2021 jumlah angkatan kerja yang bekerja adalah 39.195, sementara angkatan keja 

pengangguran terbuka adalah 2.542 sedangkan bukan angkatan kerja sebanyak 24.833. pada tahun 2022 

jumlah angkatan kerja yang bekerja 39.325 nilai ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, 

namun jumlah pengangguran terbuka juga bertambah menjadi 2.641 dan yang bukan angkatan kerja 

meningkat menjadi 24.960. 

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

Kondisi lain dari fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat 

dalam melestarikan seni budaya dan olah raga, dimana kegiatan tersebut memberikan nilai tambah 

terhadap pelestarian nilai nilai budaya, seni tradisonal  asli Kota Pariaman, yang akan memberikan nilai 

tambah dalam sektor pariwisata di kota pariaman.  

Kegiatan olah raga yang digandrungi pemuda akan membawa Kota Pariaman menuju event-

No Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Bekerja 39.00 40.991 39.668 39.195 39.325 

2 Pengangguran Terbuka 2.368 2.348 2.411 2.542 2.641 

3 Bukan Angkatan Kerja 20.704 43.339 42.079 24.833 24.960 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, 2023 
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event pertandingan olah raga daerah, nasional, maupun internasional. Ditahun 2018 terdapat 40 group 

kesenian tidak mengalami pertumbuhan sebanyak 40 group pada tahun 2021 dan mulai ada 

penambahan grup kesenian pada tahun 2022 dengan jumlah total 42 grup kesenian. Akan tetapi untuk 

jumlah gedung kesenian Kota Pariaman masih mengandalkan 2 unit gedung kesenian dari tahun 2018-

2022, sedangkan sarana penyelenggaraan seni dan budaya mengalami penambahan dalam kurun 5 

tahun terakhir. Untuk kegiatan olah raga Kota Pariaman memiliki 61 group olah raga di tahun 2018 

hingga tahun 2022 tidak mengalami pertambahan, jumlah kegiatan olah raga dari tahun 2018 sebanyak 

9 kegiatan hingga tahu 2019, dan lapangan olah raga mengalami pertumbuhan dimana pada tahun 

2018 sebanyak 54 lapangan dan tidak ada penambahan jumlah lapangan hingga tahun 2022. 

Perkembangan seni budaya dan olah raga dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel. 2.23 

Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Pariaman 
Tahun 2018-2022 

NO Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Seni dan Budaya      

1 Jumlah Group Kesenian 40 40 40 40 42 

2 Jumlah Gedung Kesenian 2 2 2 2 2 

3 Penyelenggaraan Festival Budaya 9 9 0 0 5 

4 Jumlah Kawasan cagar budaya 52 52 52 52 52 

4 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 4 4 4 4 4 

6 Jumlah Sanggar Kesenian 40 40 40 40 42 

 Olahraga      

7 Jumlah Klub Olah Raga 61 61 61 61 61 

8 Jumlah Organisasi Olah Raga 12 35 35 35 35 

9 Jumlah Kegiatan Olah Raga 9 9 0 0 5 

10 Lapangan Olah Raga 54 54 54 54 54 
         Sumber :  Dinas Parbud Kota Pariaman, 2023 

2.3 Aspek Pelayanan Umum 

2.3.1  Fokus Layanan Urusan Pemeritahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar  

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

semua pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib memiliki dua urusan pembangunan daerah, yakni 

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang 

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Pariaman. 
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2.3.1.1 Urusan Pendidikan 

Perkembangan indikator pendidikan dari tahun 2018-2022 di Kota Pariaman antara lain diukur 

berdasarkan indikator Angka Partisipasi kasar (PUD/TK), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket 

A, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A dan Angka Putus Sekolah 

SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A dan Angka Kelulusan 

SMP/SMPLB/MTs/Paket B, SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi, Kompetensi tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu 

tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang 

sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan 

jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat 

pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah 

siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap 

penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) 

adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah 

terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. 

Perkembangan indikator capaian urusan pendidikan di Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022 adalah 

sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini. 

1. Angka Partisipasi Sekolah 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah 

tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang 

sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Konsep APS yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah 

tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap 

penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah 

yang bersekolah di suatu daerah. Tujuan menghitung APS adalah untuk mengetahui seberapa banyak 

penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. 

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi 

menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada 

kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap 

kelompok umur. Tabel berikut memuat perkembangan nilai APS Kota Pariaman berdasarkan kelompok 

umur dari tahun 2018-2022: 
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Tabel 2.24 
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pariaman 

 Tahun 2018ð2022 

NO Tahun 
Kelompok Umur 

7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun 

1 2018 122.68 83.25 92.69 

2 2019 113.71 77.89 113.52 

3 2020 112.08 80.84 113.54 

4 2021 99,92 98,41 91,25 

5 2022 99,45 98,21 91,15 

     

                      Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023 

 
Nilai APS dicari dengan membandingkan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu yang 

masih bersekolah dengan jumlah seluruh penduduk penduduk pada kelompok tertentu kemudian dikali 

100%. Data diatas pada tahun 2021 kelompok umur 7-12 tahun menunjukkan nilai APS sebesar 99,92%. 

Sementara kelompok umur 13-15 tahun nilai APS nya sebesar 98,41% dan kelompok umur 16-18 tahun 

sebesar 91,25%. Selama lima tahun terakhir nilai APS kelompok umur 7-12 tahun Kota Pariaman pada 

umumnya terjadi penurunan, pada kelompok umur 7-12 tahun hanya pada tahun 2018 yang mengalami 

peningkatan sebesar 1,76% dari tahun 2017. Sedangkan kelompok umur 13-15 tahun nilai APS berfluktuasi 

setiap tahunnya. Seperti dari tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 

2020 dan 2021 mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2021 nilai APS Kota Pariaman kelompok umur 

13-15 tahun adalah 98,41%. Pada tahun 2022 nilai APS pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,45 

kelompok umur 13-15 tahun sebesar 98,21 dan pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 91,15. Nilai APS 

kelompok umur 16-18 tahun Kota Pariaman terjadi peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 

tahun 2020 dimana secara berurut yaitu 92,69; 113,52; dan 113,54. Namun pada tahun 2021 nilai APS 

kelompok umur 16-18 tahun sebesar 91,25%. Nilai ini menunjukkan penurunan sebesar 22,29% dari tahun 

sebelumnya. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar 

yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, 

yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Berikut kondisi PAUD di Kota Pariaman 

dari Tahun 2018-2022: 
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Tabel 2.25 
Data Kondisi PAUD Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

NO Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 APK Nasional 37,92 36,93 37,52 37,52 37,60 

2 APK Propinsi 30,22 30,39 29,87 29,87 29,95 

3 APK Kota Pariaman 39,21 40,76 35,79 35,79 39,25 

4 Jumlah penduduk Umur 3-6 tahun kota  
Pariaman 

6.450 6.253 6.328 6.328 6.365 

5 Jumlah Siswa PAUD 1.529 1.619 1.624 1.706 1.745 

       

      Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023 
 

 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia 3-6 tahun di Kota 

Pariaman setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk ini selaras dengan 

bertambahnya jumlah siswa PAUD.  

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah 

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah 

penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua 

penduduk usia pendidikan menengah. Disamping itu juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam 

menyelenggarakan layanan pendidikan. Berikut rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah di 

Kota Pariaman dapat dilhat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 2.26 

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Pariaman 
Tahun 2018 ð 2022 

NO Jenjang Pendidikan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

I TK 

a Jumlah Sekolah 102 96 99 98 98 

b Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7 5.070 4.946 4.972 4.972 4.972 

c 
Perbandingan Jumlah Sekolah dengan 
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7 

1 : 49 1 : 51 1 : 50 1 : 50 1:50 

II SD/MI/SDLB 

a Jumlah Sekolah 77 78 79 79 79 

b 
Jumlah Penduduk Kelompok  
Usia 7-12 

9.962 10.058 10.317 10.317 10.325 

c 
Perbandingan Jumlah Sekolah  
Dengan Jumlah Penduduk Kelompok 
Usia 7-12 

1 : 129 1 : 128 1 : 130 1 : 130 1:130 
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NO Jenjang Pendidikan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

III SMP/MTs/SMPLB      

a Jumlah Sekolah 12 12 12 12 12 

b 
Jumlah Penduduk Kelompok  
Usia 13-15 

5.246 5.086 5.096 5.096 5.096 

c 
Perbandingan Jumlah Sekolah  
Dengan Jumlah Penduduk Kelompok 
Usia 13-15 

1 : 437 1 : 423 1 : 424 1 : 424 1:424 

       

    Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023 

 Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2018-2022 rasio ketersediaan sekolah pada tingkat 

pendidikan TK berfluktuatif. Nilai yang fluktuatif ini dikarenakan pertumbuhan penduduk pada kelompok usia 

5-7 juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Sementara pada tingkat pendidikan SD 

rasio ketersediaan sekolah mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan adanya penambahan 

jumlah sekolah pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Begitu juga pada tingkat pendidikan SMP rasio 

ketersediaan sekolah mengalami kenaikan. Walaupun pertumbuhan jumlah penduduk yang berfluktuatif 

setiap tahunnya, namun penambahan jumlah sekolah tetap dilakukan pada tahun 2018. Secara data 

ketersediaan sekolah untuk penduduk di Kota Pariaman telah memenuhi kebutuhan. 

3. Rasio Rasio Guru dan Murid 

 Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid 

berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur 

jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu proses belajar mengajar. Rasio jumlah guru terhadap 

jumlah murid di Kota Pariaman tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.27 
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

NO Jenjang Pendidikan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

I TK 

a Jumlah Guru 91 122 150 147 151 

 Jumlah Guru Negeri  4 7 10 11 12 

 Jumlah Guru Swasta  87 115 140 136 141 

b Jumlah Murid 
1.286 1.269 1.044 1.213 1;214 

 Jumlah Murid Negeri  
70 77 64 92 94 

 Jumlah Murid Swasta  
1.329 1.192 980 1.121 1;121 
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NO Jenjang Pendidikan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

c 
Perbandingan Jumlah Guru 

Terhadap Jumlah Murid 0,070 0,096 0,144 0,131 0,132 

II SD/MI/SDLB 

a Jumlah Guru 853 872 818 861 865 

b Jumlah Murid 
10.965 10.911 10.248 11.035 11.124 

c 
Perbandingan Jumlah Guru 

Terhadap Jumlah Murid 0,078 0,080 0,080 0,078 0,079 

III SMP/MTs/SMPLB      

a Jumlah Guru 573 565 537 584 592 

b Jumlah Murid 
6.925 6.767 6.596 6.629 6.635 

c 
Perbandingan Jumlah Guru 

Terhadap Jumlah Murid 0,081 0,083 0,081 0,088 0,088 

       

   Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023 

 
 Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir rasio jumlah guru terhadap 

jumlah murid di Kota Pariaman bervariasi di setiap tingkatan pendidikan. Seperti hal nya pada tingkat 

pendidikan TK rasio jumlah guru terhadap jumlah murid bervariasi dalam lima tahun terakhir. Hal ini dapat 

dilihat data jumlah guru tidak selaras dengan jumlah murid. Misalnya pada tahun 2019 jumlah guru adalah 

122 sedangkan jumlah murid adalah 1.269 sementara itu jumlah guru dan murid pada tahun 2020 secara 

berurut adalah 150 dan 1.044. Hal ini jika disandingkan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah guru dari 

tahun sebelumnya namun jumlah murid mengalami penurunan. Namun demikian untuk jenjang pendidikan 

TK tetap memenuhi kondisi idealnya. Pada tahun 2021 rasio jumlah guru terhadap murid pada jenjang SD 

dan SMP terjadi peningkatan yang proporsional, berbeda dengan jenjang TK terjadi penurunan rasio karena 

jumlah guru sedikit berkurang namun jumlah murid yang bertambah. 

Sementara untuk tingkatan pendidikan SD/setara dan SMP/setara, rasio jumlah guru dan jumlah 

murid mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang selalu berkurang namun jumlah guru 

cenderung bertambah. Sehingga untuk rasio jenjang pendidikan SD/setara dan SMP/setara memenuhi 

kondisi idealnya. 

 Rasio antara murid dan rombongan belajar menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan. Hal 

ini menunjukkan kecukupan antara ruang kelas dan rombel yang tersedia dengan jumlah murid. Berikut 
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rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas di Kota Pariaman pada Tahun 2018-2022 tertera dalam tabel 

dibawah ini 

Tabel 2.28 
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

NO Jenjang Pendidikan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

I TK 

a Jumlah Murid 
1.399 1.269 1.044 1.213 1.215 

b Jumlah Kelas 
77 

77 76 94 94 

c 
Perbandingan Jumlah  
Murid Terhadap Jumlah Kelas 

18,169 16,481 13,737 12,904 12,904 

II SD/MI/SDLB 

a Jumlah Murid 
10.359 10.252 10.248 11.035 11.038 

b Jumlah Kelas 
532 530 522 562 562 

c 
Perbandingan Jumlah  
Murid Terhadap Jumlah Kelas 

19,472 19,343 19,632 19,635 19,635 

III SMP/MTs/SMPLB      

a Jumlah Murid 
6.925 6.767 6.596 6.629 6.630 

b Jumlah Kelas 
230 224 222 242 242 

c 
Perbandingan Jumlah  
Murid Terhadap Jumlah Kelas 

30,109 30,210 29,711 27,393 27,394 

       

    Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023 

 
 Data diatas menunjukkan rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas di Kota Pariaman pada Tahun 

2018-2022 cenderung meningkat. Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas pada tingkat pendidikan TK  

dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Begitu juga pada tahun 2021 dan 2022 

mengalami peningkatan, dimana rasio murid terhadap jumlah kelas adalah 12,904. Hal ini dikarenakan 

jumlah murid TK pada tahun 2021 mulai meningkat dan untuk jumlah kelas juga selalu mengalami 

penambahan. Rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas pada tingkat SD/setara dari tahun 2018 hingga 

tahun 2019 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2020 dan 2021 mulai terjadi peningkatan. Dimana 

rasio pada tahun 2021 adalah 19,635. Sementara itu pada tingkat pendidikan SMP/setara rasio jumlah 

murid terhadap jumlah kelas berfluktuatif. Dari tahun 2018-2019 rasio jumlah murid terhadap jumlah guru 

untuk jenjang penididikan SMP mengalami mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020-2021 terjadi 

penurunan. Dimana pada tahun 2021 rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas adalah 27,393. Pada 

dasarnya pada tahun 2021 jumlah murid berkurang bertambah, dan penambahaan jumlah murid ini juga 
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diiringi dengan penambahan ruang kelas. Sehingga rasio jumlah murid dan kelas masih masuk dalam 

aturan rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas menurut Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Berikut 

rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017: 

Tabel 2.29 
Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut  

Permendikbud No.17 Tahun 2017 
NO Jenjang Pendidikan Jumlah Murid/ Kelas 

1 SD 1 : 18 ï 28 

2 SMP 1 : 20 ï 32 

3 SMA  1 : 20 ï 36 

4 SMK 1 : 15 ï 36 

   

                               Sumber : Dikpora, 2023 

4. Angka Putus Sekolah 

 Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak 

menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia 

sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini 

sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. 

Angka putus sekolah ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk 

melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. 

Berikut persentase anak putus sekolah di Kota Pariaman selama lima tahun terakhir dalam tabel di bawah 

ini: 

Tabel 2.30 
Angka Putus Sekolah Kota Pariaman Tahun 2018-2022 

NO Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 SD      

 Angka Putus sekolah (%) 0,16 0,05 0,01 0,04 0,02 

2 SMP/MI      

 Angka Putus sekolah (%) 0,07 0,25 0,09 0,12 0,11 

       

    Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga, 2023 

 Angka putus sekolah SD dan SMP cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 

2021 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD adalah 0,04 % sedangkan untuk jenjang pendidikan 

SMP adalah 0,12 %. Angka putus sekolah SD pada tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana 

peningkatannya sebesar 0,03%, sedangkan untuk tingkat SMP juga mengalami peningkatan sebesar 0,03% 

dari tahun sebelumnya. Angka putus sekolah ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor internal 

maupundari lingkungan. Adapun faktor internal yang menyebabkan mereka putus sekolah adalah 
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kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga broken home, sehingga mereka kurang perhatian dari orang 

tua, selain itu juga tidak adanya kemauan dari mereka sendiri untuk ke sekolah karena adanya pengaruh 

dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah. 

Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat 

berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh 

lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan mereka untuk bersekolah. 

 

5. Angka Kelulusan Siswa 

 Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat 

belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada 

masing-masing jenjang pendidikan. Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun 

mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta 

kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa berdasarkan jenjang pendidikan di 

Kota Pariaman pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.31 
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Pariaman  

Tahun 2018 ð 2022 

NO Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 SD      

 Persentase (%) 100 99,89 100 97,75 98,25 

2 MI      

 Persentase (%) 100 99,89 100 100 100 

3 SMP      

 Persentase (%) 99,47 98,90 99,79 98,88 98,95 

4 MTs      

 Persentase (%) 99,63 99,20 99,88 100 100 

       

    Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023 

   Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 angka kelulusan SD sebesar 

98,25 %; jenjang pendidikan SMP sebesar 98,95 %; sementara untuk jenjang pendidikan MI dan MTs 

mencapai 100%. Untuk jenjang pendidikan SD dan SMP angka kelulusan tidak sampai 100 % tetapi di atas 

99 %, ini kemungkinan ada siswa yang pindah sebelum ujian kelulusan dilaksanakan sehingga mengikuti 

ujian di sekolah yang baru. Sedangkan untuk jenjang pendidikan MI rata-rata 100 % hanya pada tahun 2019 

dengan presentase 99,89 %. Sedangkan pada tahun 2022 angka kelulusan SD sebesar 98,25%; jenjang 

pendidikan SMP sebesar 98,95%; sementara untuk jenjang pendidikan MI dan MTs mencapai 100%. Ini 

kemungkinan ada siswa yang pindah sekolah dan mengikuti ujian kelulusan di sekolah yang baru. 
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6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan   

Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan lima tahun terakhir dari tahun 2021 

hingga 2022 dapat dilihat pada tebel di bawah ini: 

Tabel 2.32 
Pencapaian Standar Pelayana Minimal (SPM) Pendidikan  

Tahun 2021 ð 2022 

NO Uraian Indikator 
Capaian Tahun 

2021 2022 

A Pendidikan 1 : 18 ï 28   

1 Pendidikan anak 
usia dini  

Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang 
berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  

1.761 3.151 

2 Pendidikan dasar  Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang 
berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, 
SMP/MTs)  

15.845 10.306 

3 Pendidikan 
Kesetaraan  

Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum 
menyelesaikan pendidikan dasar dan atau 
menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan 
kesetaraan  

100 107 

     

             Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023 

 
 Dari tabel di atas dapat dilihat persentase pencapaian standar pelayanan minimal bidang 

pendidikan di Kota Pariaman yaitu bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2021 ke tahun 2022 

mengalami peningkatan yaitu 1.761 orang pada tahun 2021 dan 3.151 orang pada tahun 2022. Sementara 

itu, jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) pada 

tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 10.306 dari tahun sebelumnya yakni 15.845 di tahun 2021. Namun 

dari bidang Pendidikan Kesetaraan Pencapaian SPM mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2021 (100) 

dibanding tahun 2022 (107) hal ini menunjukkan sudah munculnya kemauan anak anak yang yang putus 

sekolah ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta mulai pulihnya kondisi pandemi Covid 19 

sehingga proses pembelajaran di sekolah sudah kembali stabil dan kondisi perekonomian mulai membaik.  

 

7) Angka Partispasi Murni (APM) 

 Angka partisipasi murni adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang 

bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan 

usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. 

Kegunaan APM ini untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau 

menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan 

kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM 

menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas 
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pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat 

waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK 

karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang 

bersangkutan. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang 

pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi 

APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu 

wilayah. APM dan APK Kota Pariaman selam lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 

dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.33 
Angka Partispasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Tahun 2018 ð 2021 

NO Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

A Urusan Pendidikan       

1 Angka Partisipasi Murni (APM)       

 SD / MI  99,72 99,55 99,61 99,63 99,65 

 SMP / MTs  69,36 70,64 73,18 73,63 73,75 

2 angka pertisipasi kasar (APK)       

 SD / MI  122,68 113,74 112,08 112,96 112,98 

 SMP / MTs  83,25 77,64 80,49 81,56 81,75 

       

      Sumber : Dikpora Kota Pariaman, 2023 

 
   APM dan APK Kota Pariaman untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs berfluktuatif. Hanya 

pada tahun 2018 pada jenjang pendidikan SD/MI dengan nilai APM 100, sedangkan tahun 2018 hingga 

2021 nilai APM berkisar di atas 99 %. Sementara itu, nilai APM untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga 

berfluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2022 secara berurut yaitu 69,36; 70,64; 73,18; 73,63 dan 73,75. 

Begitu juga dengan nilai APK pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pariaman cenderung 

berfluktuatif tetapi tidak terlalu jauh perbedaan nilainya. Pada tahun 2022 nilai APK jenjang pendidikan 

SD/MI dan SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 112,98 dan 81,75 sedangkan pada 

tahun 2021 nilai APK yaitu 112,96 dan 81,56 

2.3.1.2 Urusan Kesehatan 

1) Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan 

Bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah dalam mensejahterakan 

masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, 

sarana kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi hal yang penting dalam mendukung bidang kesehatan 

Kota Pariaman.  
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Sarana pelayanan kesehatan merupakan faktor utama dalam dalam terwujudnya pelayanan prima 

kepada masyarakat di bidang kesehatan. Untuk itu tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai 

dan memenuhi standar harus dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat dalam pelayanan kesehatan diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang baik tanpa terkendala oleh kurangnya fasilitas kesehatan. Adapun sarana pelayanan 

kesehatan di Kota Pariaman seperti tertera dalam tabel berikut: 

Tabel 2.34 
Sarana Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

NO Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Rumah Sakit Umum 4 5 5 5 5 

2 Rumah Sakit Bersalin 0 0 0 0 0 

3 Poliklinik 7 6 6 8 8 

4 Pustu 12 10 10 10 10 

5 Puskesmas 7 7 7 7 7 

6 Poskesdes 33 51 54 33 33 

7 Posyandu 137 137 137 137 137 

8 Apotek 13 13 13 13 13 

9 Polindes 26 - - - - 

       

     Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023 

 Dari data pada tabel diatas bahwa pemerintah daerah selalu berusaha untuk meningkatkan 

kapasitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan menambah sarana kesehatan. Disamping 

menyediakan tujuh puskesmas, pemerintah daerah juga menyediakan sepuluh puskesmas pembantu guna 

menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari puskesmas. Selain 

itu pemerintah daerah juga menyediakan 54 poskesdes dan 71 posyandu yang tersebar di seluruh desa di 

Kota Pariaman untuk masyarakat desa sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang cepat karena jangkauan pelayanan kesehatan semakin dekat dengan 

masyarakat. 

Selain sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang merupakan sumber daya manusia 

yang harus terpenuhi baik dari segi jumlah maupun kualifikasi yang dibutuhkan. Seluruh tenaga kesehatan 

harus tersebara merata dan sebanding dengan kepadatan dan penyebaran penduduk sehingga pelayanan 

kesehatan yang optimal akan tercapai. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Pariaman adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.35 

Tenaga Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2018-2022 

NO Uraian 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Dokter Spesialis 3 3 3 4 4 

2 Dokter 21 30 30 37 37 

3 Dokter gigi  6 9 10 10 10 

4 Sarjana Kesehatan Masyarakat  30 52 52 82 4 

5 Farmasi/ Apoteker 18 15 31 13 13 

6 Sarjana Kesehatan (S2) 8 7 7 10 11 

7 Sarjana Non Kesehatan 13 0 2 21 21 

8 Dokter (PTT) 0 0 0 0 0 

9 Bidan (PNS)  121 116 129 137 137 

10 Bidan (PTT)  7 0 0 0 0 

11 Ahli Gizi 0 21 17 23 23 

12 Perawat  77 21 82 83 88 

 Total      

     Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023 

 
 Dalam usaha untuk pemenuhan tenaga kesehatan, pemerintah daerah juga melakukan 

pengangkatan tenaga honor/kontrak untuk menunjang pelayanan kesehatan. Disamping itu juga 

mengajukan kebutuhan tenaga kesehatan dalam pengangkatan CPNS maupun PPPK dengan menghitung 

formasi yang dibutuhkan. Dengan tersedianya tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan diharapkan seluruh 

program dan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diharapkan derajat kesehatan 

masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  

2) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita 

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat 

yang dibimbing petugas terkait. Berikut rasio jumlah posyandu dan Balita di Kota Pariaman selama 

lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022 pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.36 
Rasio Posyandu dan Balita Kota Pariaman Tahun 2018 ð 2022 

NO Uraian Satuan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Jumlah Posyandu  Unit  137 137 137 137 137 

2. Jumlah Balita  Anak  8.042 7.986 8.517 7.976 8.115 

3. Rasio Posyandu/Jml 
Balita  

Per 1.000 balita  17,04 17,16 16,09 17,18 16,75 

        

  Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman, 2023 
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Dari tahun 2018-2022 jumlah posyandu di Kota Pariaman adalah 137 posyandu. Pemerintah daerah 

menyediakan minimal satu posyandu aktif setiap desa agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan 

ibu dan anak. Dari nilai rasio posyandu per jumlah balita diatas dari tahun ke tahun sebenarnya tidak 

mengalami masalah yang berarti. Setiap posyandu pada tahun 2021 rata-rata melayani kurang lebih 17-18 

balita setiap tahunnya dan masih mampu dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.  

Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam  pelayanan  kesehatan  masyarakat pada 

Keluarga Berencana (KB)  yang  diselenggarakan dari  masyarakat, oleh  masyarakat  dan  untuk  

masyarakat  dengan dukungan  pelayanan  serta  pembinaan  teknis  dari petugas  kesehatan  dan KB 

mempunyai  nilai  strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Berikut rasio jumlah 

kunjungan balita ke posyandu di Kota Pariaman tahun 2022. 

 
Tabel 2.37 

Rasio Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Pariaman 
Tahun 2022 

No Kecamatan Puskesmas Desa 
Persentase Kehadiran Di 

Posyandu 

1 Pariaman Selatan Marunggi Padang Cakur 111,76% 

2 Pariaman Tengah Pauh  Taratak 59,41% 

3 Pariaman Selatan Marunggi Pasir Sunur 68,42% 

4 Pariaman Selatan Kuraitaji Pauh Kurai Taji 65,33% 

5 Pariaman Selatan Marunggi Palak Aneh 28,71% 

6 Pariaman Timur Santok Cubadak Mentawai 100,00% 

7 Pariaman Utara Sikapak Tungkal Utara 87,14% 

8 Pariaman Tengah Pauh  Jawi - Jawi Ii 29,69% 

9 Pariaman Utara Sikapak Tungkal Selatan 68,99% 

10 Pariaman Timur Santok Bungo Tanjung 94,29% 

11 Pariaman Utara Naras Manggung 62,66% 

12 Pariaman Tengah Pauh  Kampung Jawa I 70,21% 

13 Pariaman Utara Sikapak Cubadak Air 59,80% 

14 Pariaman Utara Naras Ampalu 100,59% 

15 Pariaman Tengah Pauh  Kampung Perak 68,12% 

16 Pariaman Selatan Marunggi Sikabu 125,00% 

17 Pariaman Timur Santok Kaluat 76,79% 

18 Pariaman Selatan Kuraitaji Punggung Lading 70,51% 

19 Pariaman Tengah Pauh  Pauh Timur 86,58% 

20 Pariaman Tengah Pauh  Pauh Barat 86,93% 

21 Pariaman Timur Santok Sungai Pasak 70,00% 

22 Pariaman Timur Padusunan Kp. Baru Padusunan 56,91% 

23 Pariaman Selatan Kuraitaji Marabau 127,27% 

24 Pariaman Tengah Pauh  Cimparuh 72,94% 

25 Pariaman Utara Naras Padang Birik-Birik 100,00% 
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No Kecamatan Puskesmas Desa 
Persentase Kehadiran Di 

Posyandu 

26 Pariaman Selatan Marunggi Marunggi 64,14% 

27 Pariaman Selatan Kuraitaji Simpang 78,26% 

28 Pariaman Timur Santok Kajai 66,18% 

29 Pariaman Timur Padusunan Koto Marapak 57,04% 

30 Pariaman Tengah Pauh  Kampung Baru 45,60% 

31 Pariaman Selatan Kuraitaji Sungai Kasai 73,68% 

32 Pariaman Utara Sikapak Cubadak Air Selatan 66,67% 

33 Pariaman Selatan Marunggi Taluk 76,87% 

34 Pariaman Tengah Pauh  Lohong 49,14% 

35 Pariaman Utara Naras Naras Hilir 90,51% 

36 Pariaman Utara Naras Sintuk 85,51% 

37 Pariaman Utara Naras Balai Naras 81,03% 

38 Pariaman Timur Santok Kampung Tangah 146,43% 

39 Pariaman Selatan Kuraitaji Balai Kurai Taji 67,29% 

40 Pariaman Timur Padusunan Talago Sarik 74,82% 

41 Pariaman Utara Sikapak Cubadak Air Utara 87,10% 

42 Pariaman Selatan Kuraitaji Batang Tajongkek 66,67% 

43 Pariaman Tengah Pauh  Rawang 90,98% 

44 Pariaman Tengah Pauh  Jati Mudik 69,09% 

45 Pariaman Tengah Pauh  Jawi - Jawi I 68,92% 

46 Pariaman Utara Sikapak Sikapak Timur 82,50% 

47 Pariaman Selatan Kuraitaji Toboh Palabah 125,00% 

48 Pariaman Utara Naras Naras I 93,95% 

49 Pariaman Timur Padusunan Sungai Sirah 100,00% 

50 Pariaman Selatan Marunggi Kampung Apar 70,49% 

51 Pariaman Utara Naras Sungai Rambai 80,00% 

52 Pariaman Tengah Pauh  Jalan Kereta Api 80,82% 

53 Pariaman Timur Padusunan Pakasai 71,43% 

54 Pariaman Tengah Pauh  Kampung Pondok 56,33% 

55 Pariaman Tengah Pauh  Karan Aur 52,17% 

56 Pariaman Utara Sikapak Sikapak Barat 80,98% 

57 Pariaman Tengah Pauh  Jati Hilir 68,10% 

58 Pariaman Selatan Kuraitaji Rambai 63,00% 

59 Pariaman Tengah Pauh  Jalan Baru 79,31% 

60 Pariaman Timur Padusunan Bato 79,31% 

61 Pariaman Utara Naras Tanjung Sabar 102,13% 

62 Pariaman Tengah Pauh  Kampung Jawa Ii 51,04% 

63 Pariaman Tengah Pauh  Alai Gelombang 78,43% 

64 Pariaman Timur Santok Air Santok 86,11% 

65 Pariaman Timur Padusunan Kampung Gadang 64,86% 

66 Pariaman Utara Naras Apar 74,42% 

67 Pariaman Tengah Pauh  Pondok Ii 68,37% 




